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TENTANG

PENYELENGGARAAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMA’I‘ TUI—IAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

. bahwa"Hak Asasi- Manﬁsié merupakein ‘hak yang rhelekat :

pada diri manu51a yang ber51fat kodrati dan fundamental,

yang harus dlhormatl, dlpenuhl, dllmdlmgl,_dltegakkan,.
dan dxmajukan bersama baik oleh 1nd1v1du Pemermtah'
»dan Negara _ o ‘

. bahwa - berdasarkan ketentuan Pasal 7L Undang-Undang i
,-Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

, Pemermtah Daerah berkewajlban untuk menghormatl

memenum mehndungl, menegakkan dan memajukan-

- Hak Asa31 Manu51a dalam penyelenggaraan Pemermtahan
. bahwa penyelenggaraan pemenuhan Hak Asa31 Manu81a,

di Daerah dlmaksudkan ‘agar  setiap kebgakan

penyelenggaraan Pernermtahan di Daerah mengedepankan‘
prinsip-prinsip dasar perlmdungan Hak Asasi. Manu51a~

sebagai baglan dari upaya mewu_]udkan Kabupaten peduh

.Hak Asasi Manu31a,

. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak. Asa31_

‘ Manu"sia, '

. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Repubhk |

Indonesm Tahun 1945;

. Undang- Undang Nomor 13 Tahun. 1950 téhtalng

Pembentukan Daerah daerah  Kabupaten . dalam



B3 Llngkungan Prov1n51 Jawa Tengah

' {Indonesm Nomor 1653), 2 -

| ’Undang Undang N omor

R fij;Indonesm Nomor 3789), o

‘Undang-Undang Nornor 68 Tahun v }1958 | tentang,‘i‘»’
Persetujuan Konvens1 Hak-hak P011t1k Kaum Wanltaf, -
:(Lembaran Negara Republlk Indonesm Tahun 1958
...‘nﬁ_ﬂ},fev»vNomor 119 Tambahan Lembaran Negara RePUbllki:ff;:

:,]:Tahun 1984 tentang

Pengesahan Konven51 Mengenal Penghapusan Segala{:’-; o

;’f ._Bentuk DlSklI’lmlnaSI terhadap Wamta (Conventzon On The,;v R -
g Elzmtnatzon Of All Forms Of Dlscrtmznatlon Agamst Women) ) |
. '>(Lembaran Negara Repubhk Indone31a Tahun 1984

’-}f‘._»”Nomor 29 Tambahan Lernbaran Negara Repubhk

;’;}""“Indones1a Nomor 3277), -:;;:, ‘

L ,._Undang-Undang Nomor 5 Tahun} 1998 ‘ tentang-#:;

Pengesahan KonvenS1 Menentang Penylksaan dan

: "':.‘_Perlakuan atau Penghukuman Laln Yang Kejam, tldak

i;ManUSlawL atau Merendahkan Martabat Manuma».;_

o :i_}-i,_i",,.‘v(Conventlon Agamst Torture And Other Cruel Inhuman Orf; e

’ Degradmg Treatment Or Puntshment) (Lembaran Negara.’:fﬁf o o
‘Repubhk Indonesw Tahun 1998 Nomor 164 Tambahanff"”_."".’:‘”"“' a

.,_Qf,_.‘Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nornor 3783)

| "v.‘V-bUndang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang’_:"b-;;_:.r»‘
‘- . h;}j_Kemerdekaan Menyampalkan Pendapat d1 Muka Umum
| {(Lembaran | Negara ' Repubhk Indonesxa 'I‘ahun 1998'1}?

R K Nomor '_181’; Tambahan Lembaran Negara Repubhk_‘;". o

Undang»Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasr

”v.;._’Manusm (Lembaran Negara Repubhk ‘ Indonesm’f .

”‘jb»v:"»..”'-.j:.‘:,“._,Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara'ﬁ/‘f';tv::"}v'

e f: Repubhk Indonesm Nomor 3836), e

#,.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang,;i

: perhndungan Anak (Lembaran Negara Repubhk Ind onesia’ - -

. Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan ‘Lembaran Negara'
“Repubhk IndoneSIa Nomor 4235), sebagalmana telah"’ T
o v":.'-dlubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
"’{tentang Penetapan Peraturan Pemermtah Penggantl:‘}:v‘_
Undang—Undang Nomor 1 ’I‘ahun 2016 tentang Perubahan‘_‘; |
..:'Kedua atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2002‘




" tentang Perlindungan Anak ,Vrﬁévn'jad}i 'Urlxda:ng‘-Ux’id'éngv
(Lembafan Negara Republik Indonesia'*’l‘ahun 2016
‘Nomor - 237 Tambahan Lembaran Negara Repubhk'
Indone31a Nomor 5882), | o

9. Undang—Undang Nomor 13‘ Tahun 2003 tentang

~ Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republlk Indonesia
“Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara'
Republik Indonesia Nomor 4279); -

' 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikém Nasioﬁél '(Lerhbéiran ' Négéra RepUBlik

Indonesxa Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Repubhk Indonesia Nomor 4301); E

-~ 11.Undang- Undang Nomor 23 . Tahun 2004 tcnténg

o Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran |
Negara  Republik Indonema Tahun 2004 Nomor 95,
Tambahanv Lembaran Negara Republik Indoneswl

| Nomorv4‘4l9), o (N - |

12 Undang—Undang Nomor | ‘Tahun 2005 tentang

N Pengesahan Kovenan . Internasmnal tentang Hak-hak

| Ekono'mi,:v Sosial, dan : Budaya v (Intematlonalv Covenant On

P Econofﬁic, Social And Cultural Rights) (Lémbaran Negai'a

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, ’I‘an'lbalrxbanv~

v Lembaran Negara Repubhk Indonesza Nomor 4557); |

‘ 13.Undang—Undang Nomor 12 - Tahun 2005 tentang

Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil

dan Politik (International Covenant On Civil And Political

Rights) b(‘Lve‘r'nbaran’ Negara Répﬁblik Indonesia Tahun 2005

Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonesxa Nomor 4558), o | -

14, Undang—Undang Nomor 1'2'"‘ 'I‘ahu‘n 2006 tcnfahg

| Kewarganegaraan (Lembaran Negara Repubhk Indonema

Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara

Repubhk Indones1a Nomor 4634), o ,

o :15 Undang—Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

'~ Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesna Tahun 2007

'Nombr 48, Tarnbahan Lembaran Negara Repubhk

Indonema Nomor 4725),



16

17.

Uhdarvig‘-Und}ang Nomor 14 ,”'Tahun.'_' '20‘0::8 " teriféng

‘Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Repub]ik |

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
‘Negara Repubhk Indonesm Nomor 4846), v o
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 teritang'-

.,.Penghapusan DlskrlmmaSI Ras dan Etnis (Lembaran .

'>Negara Repubhk Indonesxa Tahun 2008 Nomor 170,

18.

19

20.

Tambahan Lembaran :_Negara, ~Republik Indo‘ne‘ma‘ .
Nomor 4919) ” | '

»Undanvg-Undang Nomor 11 - Tahun = 2009 tentang

Kesejahteraan' Sosial (Lembafan Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nornor 12, Tambahan Lembaran .

Negara Repubhk Indonesia Nomor 4967);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20'09 :
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara ‘Republik
Indonesia Nomor 5038), o :

Undang-Undang Nomor 32 ‘Ta‘lhun 2009 tentang
Perlindungan | dan Pengelolaan ngkungan Hldup

(Lembaran Negara. Republik - Indonesia Tahun 2009

}Nomor 140, Tambahan Lembaran Ncgara Repubhk

Indonesia Nomor 5059); -

.Undang-Undang Nomor 36 Tahun '2009 tentang

Kesehatan (Lernbaran Negara' Republik  Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

‘ Repubhk Indonesm Nomor 5063),

- 22

23.

24.

. Undang—Undang Nomor 12 ’I‘ahun' 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Repubhk IndoneSIa Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran ‘Negara, Repubhk ~Indonesia

Nomor 5234); ) E _ » _ v
Undang-Undang Nomor -13 Tahun 2011 tentang |
Penanganan Fakir ‘Miskin v(Lemba‘ranb Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor ‘83, Tam‘bahan Lembaran
Negara Republik Indonesia NomOr 5235'); - ‘ ,
Undang-Undang Nomor 19 ‘Tahun 2011 tentang
Pengesahan Konven31 Mengenal 'Hak-hak Penyandang
Dlsabxhtas (Conventlon On The nghts Of Persons W1th



' j.:"_.“Dlsablhtles) (Lembaran Negarav: Repubhk ‘Indone31a.i»,-’
"'»""Tahun 2011 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara::j‘
U "'Repubhk Indone31a Nomor 5251), R - -

!} : 25-vandang-Undang Nomor 23 Tahun, 2014 ”téﬁfan;g"wv‘ |
R " ivj:'Pemerlntahan Daerah (Lembaran _ Negara v Republlk,,i’,:jrv
| . 5 jIndone31a Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran ‘

vNegara Repubhk Indonesm Nornor 5587), sebagalmana_: _
_.telah d1ubah beberapa ‘ kah . terakhxr 3 denganv’ '}
: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan .
‘ Kedua atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014»11' :
| _:tentang Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk _ - ‘
Indone31a Tahun 2015 Nomor 58 Tarnbahan Lembaran' o

o : Negara Repubhk Indone31a Nomor 5679)

S _ Dengan PersetUJuan Bersama s . . . o

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR s
- »,.dan;‘ L | N oL
BUPAT_I KARANGANYAR: Lo

T MEMUTUSKAN o .
. Meneiapkari‘é . :_'PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN HAK
o e "ASASI MANUSIA . o , o . , .
 BABI R
KETENTUAN UMUM E
v o Pasal 1
RN Dalam Peraturan Daerah 1n1 yang dlmaksud dengan
 1 Daerah adalah Kabupaten Karanganyar v e
2 Pemermtahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan .
| Pemermtahan oleh Pemermtah Daerah dan DPRD menurut‘ -
'bjasas otonornl dan tugas pernbantuan dengan pnn51p
x “otonorm seluas-luasnya dalam 31stem dan prinsip. Negara S
- ‘..’Kcsatuan Repubhk Indonesxa sebagatrnana dlmaksud N
- ,dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indonesxa o o
i }vvlTahun1945 | | | e o



Perncrmtah Daerah adalah Bupat1 sebagai unsur ‘-
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

.pelaksanaan urusan  Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Karahgényar : | )
S. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang se]an_]utnya
dlsmgkat DPRD adalah lembaga perwakllan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagai _ unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah. '

Hak Asasi Manusia yang selanjutnya dlsmgkat HAM
adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebaga1 mahkluk ’I‘uhan Yang Maha
Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajib chhormatl,
dlhndungl, dlpenuhl, dltegakkan dan dlmajukan oleh
negara, hukum, pemenntah dan setlap orang demi
kehormatan, serta perlmdungan harkat dan martabat
manusia. | ' |
Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau
kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja
maupuh - tidak disengaja ‘atau ‘kelalai‘an yang secara
melawan hukum rnengura'r-lvgi, ménghalangi, membaitasi,
dan/ afau mencabut HAM s¢seorahg atau kelofnpok orang
yang dijamin oleh ketchtuan» Peraturan 'Perundang-
undangan dan tidak mendapatkari, atau dikhawatirkan
tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan
bénar; berdasafkan mekanisme hlikum yang berlaku. .
Kewapban Dasar Manusia adalah seperangkat kewajlban
yang apablla tidak - dllaksanakan, tidak memungkmkan
terlaksana dan tegaknya HAM.

. 'Penyelcnggaraan HAM adalah kebl_]akan penyelenggaraan '
| urusan pemerlntahan sesual kewenangan Daerah yang |
menerapkan }' pendekatan HAM untuk mewu_]udkan
penghormatan, perhndungan, pemenuhan, penegakan,
dan pemajuan HAM. | |
Urusan Pcmerlntahan adalah kekuasaan Pemermtahan
vyang menjadl kewenangan Daerah untuk melindungi, -
melayanl, memberdayakan, ‘dan menyejahterakan |

masyarakat.



9. Partls1paS1 Masyarakat adalah peran serta warga ~ untukv vi,
" _"menyalurkan aspirasi, permklran dan kepentlngannya -
| vdalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. _
-10. Kelompok Rentan adalah semua orang yang menghadapl
~ hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar
‘kehldupan yang layak bagi kemanumaan dan berlaku
o _umum bag1 suatu masyarakat yang berperadaban
11, Se’uap Orang adalah orang perseorangan atau korpora31 .
 baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan
hukum. - A |
12.1 Ketahanan Pangan adalah menmgkatkan ketersedlaan
" bahan pangan utama dan menlngkatkan konsumsi proteln
hewan dan nabati, | , _ '
13. Warga adalah orang sesua1 kriteria yang telah dltentukan |
dan berdormslh di Daerah serta mem1hk1 Kartu Tanda ' : :

Penduduk dan / atau Kartu Keluarga

BAB II
ASAS-ASAS DASAR

Pasa12 A
Pemermtah Daerah mengakm dan menjunjung tmgg1 HAM
dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang ,sece_lra
kodrati melekat daﬁ tidak terpisahkan dari manusia, yang
harus dihormati, dipenuhi, d1hndung1 ditegakkan ' dan
dimajukan ‘demi penin_gkatan " martabat kemanusiaan,

keséjahteraan,'kebahagia_én, k\écverdasan dan keadilan. -

Pasal 3
Dalam rnenyelenggarakan urusan Pemermtahan, Pemermtah
Daerah menerapkan pendekatan berbasm HAM untuk .
mewujudkan Daerah yang menghorman memenuh1

melmdungx, menegakkan ‘dan memajukan HAM..

Pasal 4 v

Pemenntah Daerah bersama warga menyatakan kormtmennya
'untuk turut -~ serta secara aktlf menjalankan kewajiban
Negara Késaﬁuan Repubvhk Indonesm (NKRI) ‘vdalam, -

, menghormatl, - memenubhi, melmdungl‘, menegakkan, dan



', memajukan HAM sebagalmana dlatur déla’m ‘keténvtuanbﬁ

Peraturan Perundang-undangan

 BAB 111
RUANG LINGKUP

B o Pasal 5 ‘ v

- 'Ruang lmgkup pengaturan Penyelenggaraan HAM dalam
~ Peraturan Daerah ini, meliputi : ‘

prinsip penyelenggaraan;

HAM dan kebebasan dasar manu31a,

kewajlban dasar manusm,

pelaksanaan, :

~ 0 o0 T P

partISIpaSl rnasyarakat dan
kerja sama. o
v_ BAB IV o
PRINSIP PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

. v Pasal 6
- Pr1n31p Penyelenggaraan HAM, mehputl
Hak atas Daerah; v
| nondiskriminasi dan ak81 aﬁrma81
- inklusi sosial dan keragarnan budaya,
'Pemermtahan yang demokratis dan akuntabcl
,keadllan, }sosml dan solidaritas yang berkelanjutan;

pengarusutamaan HAM; dan

hak atas pemulihan.

o ‘Bagian Kedua
~ Hak atas Daerah

Pasal 7

Hak atas Daerah scbagaurnana dunaksud dalam Pasal 6

huruf a, merupakan hak individu sekahgus hak kolektlf warga -

termasuk Kelompok Rentan sebaga1 wu;ud rasa memiliki



e

,Wargé.v iérhadép Daerah yein‘g mehimbulkan hak unvtuk‘

d111batkan bersama dengan Pememntah ‘Daerah - dalam

 kegiatan pembangunan mewujudkan hngkungan yang sehat
 pemanfaatan dan peIestanan sumber daya alam, partisipasi

dalam perencanaan dan manajemen wilayah, serta menjaga

warisan sejarah dan budaya.

' Bagian Ketiga

Nc')ndiskrviminasi”dan Aksi Afirmasi

Pasal 8

‘Daerah menerapkan kebx_]akan non-dlskrlmlna31 termasuk
kebijakan sensitif gender dan aksi aﬁrrna31 untuk mengurang1

ketlmpangan dan memngkatkan kemampuan bagi Kelompok '

Rentan.

Bagian Keempat

Inklusi Sosial dan Keragaman Budaya

Pasal 9

(1) Daerah menghorrhati inklusi sosial dan keragaman
. budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c,

. yang meliputi perbedaan ras, agama, suku, bahasa dan

adat istiadat serta keragaman norma dan budaya yang

berbasis gotong-royong

(2) Daerah menempatkan mklu31 sosial dan keragaman

budaya sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) sebagal
salah satu kekuatan untuk memlnlmahslr potensx konﬂlk

dalam proses pembangunan

Baglan Kehrna

" Pemerintahan yang Demokratls dan Akuntabel

‘ Pasal 10 _

(1) Penyelenggaraan HAM dilaksanakan secara bersama-sarﬁa '

oleh Pemerintah Daerah ‘dan DPRD sebagai perwujudan

dari' komitmen ,bersamé untuk menjunjung tinggi
nilai-nilai HAM. | | |



- (2) Pemermtah Daerah bersama DPRD melaksanakan rencana
pembangunan Daerah yang dlarahkan untuk mewujudkan
penyelenggaraan HAM melalui pengarusutamaan program
dan kegiatan sesuai pr1n31p HAM.

- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi_ '
‘kelembagaan dalam penyelenggaraan HAM , | ‘_ o

(4) | Pemermtah Daerah mengedepankan akuntablhtas dalam
menjamln hak atas informasi pubhk komumkasx, serta
hak berpartlslpa51 dalam  pengambilan keputusan,
termasuk pérenéanaan, v penyusunan kcbijakan, :
pernb1ayaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi
dalam rangka menjunjung tinggi demokrasi sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

~ Bagian Keenam

" Keadilan Sosial dan Solidaritas Berkelanjutan

Pasal 11 _ |
Daerah mengutamakan kesetaraan,' ) kebersamaan, dan
mendorong vtumbuhny‘é.bv' partisipéSi ’:vrriasyarakat -sebagai |
bentuk penghormatan terhadap prinsip keadilan sosial dan
solidaritas  berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf e.

' Bagian Ketujuh -

Pengarusutamaan HAM

~ Pasal 12 o ‘
Dalam - rangka pengamsutamaan ‘HAM sebagaimana
dlmaksud ‘dalam Pasal 6 huruf f, Daerah melaksanakan
upaya sebagai berikut : v
a. pengintegrasian asas-asas dasar HAM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 kedalam setiap kebljakan
Daerah |
b. pelaksanaan pendekatan yang berbasxs HAM kedalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan, meliputi
perencanaan, penyusunan Kkebijakan, implementasi,

pengawasan, dan evaluasi;



c. pelaksanaan program pendidikan tehtang HAM dan
penyelenggaraan HAM dllakukan secara bertahap dan
berkesmambungan

Bagian Kedelapém

Hak atas Pemulihan -

 Pasal13
() Pemermtah Daerah memberikan fasﬂltaS1 pemuhhan bagi
korban pelanggaran HAM sesual dengan kewenangan
Daerah. ' '

(2) Korban pelanggaran HAM sebagalrnana dxmaksud pada‘ .
ayat (1), meliputi : ‘
~a. setiap Orang - yang ‘-rrlengalarni pelanggaran HAM

- yarig terjadi di Daerah;ﬂv | | |
b. setiap warga yang merigalami Pelar‘lggaran‘ HAM yang
terjadi diluar Daerah. S |

BAB V |
HAM DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Bagian Kesatu "

Umum

~ Pasal 14
(1) Pelaksanaan HAM dan kebcbasan dasar manusxa dalam
rangka perwujudan penyelenggaraan HAM mehputl aspek

ckonoml, sosial, budaya, sipil, pohnk dan lingkungan.

(2) HAM dan kebebasan dasar ‘manusia sebagalm}ana .

dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. hak untuk hidup; | |

b. hak berkeluarga dan melan_]utkan keturunan
hak mengembangkan diri;

hak memperoleh keadilan;

hak atas kebebasan pribavdi»;

hak éﬁas rasa aman;

hak atas kesejahteraan;

SR N

hak turut serta dalam Pemerintahanv;

i. hak perempuan;



-

Baglan Kedua

Hak untuk Hldup -

Pasal 15

(1) Set1ap orang berhak untuk hldup, mempertahankan'-n-'-‘?‘-.‘;;"fjfi', o

| o hldUP: dan menmgkatkan taraf kehldUp annya. s -
5 (2)1 Setlap orang berhak hldup tentram, aman, E damal, U

: 'v":',‘bahagla, scjahtera lah1r, dan batm

- 5’":"**;;‘”(3) '}l Setlap orang berhak atas hngkungan h1dup yang balk dan_»i‘fj 3

o sehat

Baglan Ketlga o

Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

. o Pasal 16 o . S
oy Setlap orang berhak membentuk suatu keluarga dan_“‘_,-:,.» :
e melanjutkan keturunan mela1u1 perkawman y ang sah :

. (2) Perkawman yang sah hanya dapat berlangsung atas

_ ;?‘:--’:"‘?kehendak bebas calon suam1 dan calon lStl‘l yang:"i‘"":’f:
R ',4_;bersangkutan, | sesua1 dengan ketentuan Peraturan_

T . B Pe mnd ang‘ und angan

Baglan Keempat

Hak Mengembangkan D1r1 ' ;‘,,f -

Sehap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasal’nya

L },untuk tumbuh dan berkembang secara layak

;[Setlap orang berhak atas perhndungan bagl pengembangan-- ',:}_”A’"
. 'pmbadmya, untuk memperoleh pendldzkan mencerdaskan”_: | SRR

: ,dlrlnya, dan memngkatkan kuahtas hldupnya agar menjadl'ff_ :

o }”manuma yang bemman, bertaqwa,v bertanggung _]awab

'-berakhlak muha bahagla, dan seJahtera sésua dengan HAM




"

Pasal 19

Sctlap orang berhak untuk mengembangkan dan mernperoleh"

‘manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan

budaya sesuax dengan martabat manusw. dem1 kesejahteraan

prlbadlnya bangsa dan umat manusxa '
_ ‘ v Pasal 20

(vlv)" Setiap orang berhak untuk berkomumkam dan

memperoleh  informasi = yang  diperlukan untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

(2) Setiap ~orang berhak untuk mencari, rrviemperoleh‘,"

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang
tersedia sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan

. Pasal 21 » ,
Setiap orang -berhak untuk mempequangkan hak
pengembangan dlrlnya, baik secara pnbadl maupun kolektlf

untuk membangun masyarakat, b}angsa,vdan negaranya.

Pasal : 22

~ Setiap orang berhak untuk melakukan peker_]aan sosial dan

kebajlkan,_ v mendlrlkan organisasi, . termasuk

'menyelenggarakan pendldlkan" dan pengajaran, serta

- menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Bag1an Kehma
Hak Memperoleh Keadllan

v Pasal 23
Setiap orang tanpa dlskrurunasx, berhak untuk mcmperoleh

keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan

‘gugatan, balk dalam perkara pxdana, perdata, maupun

3 admlmstraSI, serta diadili rnelalm proses peradllan yang bebas

dan tidak - memlhak sesua1 dcngan hukum acara yang

men_]amm pcmerlksaan yang objektif, _]1.1]111’ dan adil untuk

: memperoleh putusan yang ad11 dan benar.



Baglan Keenam o
‘Hak atas Kebebasan Prlbadl £

Pasal 24 | -

(D Tidak seorangpun boleh dlperbudak atau d1perharnba
(2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan orang, ‘dan -

| segala bentuk perbuatan berupa apapun yang tujuannya “

serupa, dllarang

A Pasal 25 _
Setiap orang' berhak eitas keutuhan pribadi, baik rohani

maupun _]asmam, dan karena 1tu tldak boleh menjadl objek :

. penehtlan tanpa persetUJuan dannya

Pasal 26 v ,
Setlap orang bebas rnerneluk agamanya masing-masing dan :

" untuk beribadat menurut agamanya, dan kepercayaannya itu,

v Pasal 27 v
(1) Setlap orang bebas untuk memlhh dan mempunyal"
keyakinan politiknya.

' (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan '

menyebarluaskan pendapat sesua1 hati nuraninya, secara

lisan dan/atau tuhsan melalui - media cetak maupunf
elektronik dengan memperhatikan nilai- nilai agama,
kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan

bangsa.

Pasal 28

(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul dan berserikat
untuk maksud damai. | _ : |
(2) Setiap orang atau kelompbk masyarakat berhak‘
mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat
atau drganisasi‘ léi'nnya ‘u'ntuvk berperan serta dalarri_'

| penyelenggaraan Pemermtahan se_]alan dengan tuntutan -
perlmdungan, penegakan, dan pemajuan HAM sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



 Pasal29 |
Setiap ofang. ‘berhak untuk menyampaikan pendapaﬁ di
L mukg ‘umum  sesuai dvengan' ketentuan Peraturan
Perundang-undangan. | o |

, Pasal 30 _ ,
(1) Setlap orang ‘berhak untuk secara bebas bergerak
- berpindah, dan bertempat tlnggal dalam Daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Setiap orang “berhak meninggalkan dan masuk kembali
| ke Daerah  sesuai denganb ketentuan ‘Peraturan

Perundang-undangan.

Bagian Ketﬁjuh

Ha‘k atas ‘Rasa Arﬁan

‘ Pasél 31 | ‘
(1) Setiap orang berhak vatasf perlindungan diri pri‘badi,
keluarga, kehéfmatah, martabat, dan hak miliknya. |
N (2) Setiap orang berhak atas pengakuan fdi depan hukum

sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.

Pasal 32

- Setiap orzing berhak atas raSa a‘mvan dan tentram, serta o

perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat

atau tidak berbuat sesuatu.

h Pasal 33

. Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat
termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik
tidak boleh dlganggu, kecuah atas perlntah hakim atau
kekuasaan lain yang sah sesual dengan ketentuan Peraturan

Perundang—undangan.

_ _ Pasal 34 .

(1) Setlap orang berhak untuk bebas dar1 penylksaan
penghukuman atau perlakuan yang keJam tidak
manusiawi, merendahkan derajat, dan martabat

kemanusiaannya.



-

,_,“i_;; (2) Seuap orang berhak untuk bebas dan penghllangan paksa‘rv o i

dan penghﬂangan nyawa

Pasal 35

P .:»:' »v,Set1ap orang tldak boleh d1s1ksa, dlkucﬂkan, dlasmgkan atau ;: - L

. - dlbuang dengan alasan apapun

: Pasal 36

‘ Setlap orang berhak hldup d1 dalam tatanan masyarakat dan -

kenegaraan : yang damal aman, , dan tentrarn, , Yang

menghormatl : memenuhl, _’ mehndungl, menegakkan dan’

’memajukan HAM dan kewajlban dasar manu31a

Baglan Kedelapan

Pasal 37

u"v(l) Setlap orang berhak mempunya1 kepemlhkan atas:’fv_‘_ i
,sesuatu balk sendlrl rnaupun bersarna sama dengan T
L R orang laln dem1 pengembangan dlrll’lya, keluarga," o

'Vmasyarakat dan bangsa, dengan cara yang t1dak: |

“melanggar hukum v e

. (2 T1dak seorangpun boleh dlrampas Imhknya dengan'v

o sewenang—wenang dan secara melawan hukum

i (3) Hak rmhk mempunya1 fung31 3031a1 dem1 kepentlngan -

L urnurn sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-j L

. undangan

k (4) Setiap pemegang hak mlhk atas lahan mempunyal hakv,

'Pemanfaatan atas lahan yang dlbata81 oleh ketentuan A

Peraturan Perundang—undangan d1 bldang tata ruang dan

- ,tatabangunan LT

Pasal 38

" Pencabutan hak rmllk atas suatu benda deml kepentmgan o
o ,urnum pelaksanaannya sesual dengan ketentuan Peraturan'?- |

- Perundang undangan SRR



«

Pasal 39

: (1) Setlap orang sesuai dengan - bakat kecakapan dan |

kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak

»-(2) Setiap orang berhak dengan bebas rnemlhh peker,]aan'

- yang d1suka1nya dan berhak pula atas syarat-syarat

ketenagaker_]aan yang adil.

 ;,-(3) Setxap orang baik 1ak1 laki- maupun perempuan, dalam

melakukan pekeljaan ‘yang sepadan dengan martabat,
kemanusxaannya berhak atas upah yang adil sesuai
dengan prestasmya dan dapat menjarmn kelangsungan

kehldupan keluarganya

o Pasal 40

1 :Setlap orang berhak untuk mendlrlkan serlkat pckerja dan -
- tidak boleh dihambat ~ untuk menjadl anggotanya derm
- melmdung1 ‘dan memperjuangkan kepentmgannya sesual

. dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

~ Pasal 4 1

Setiap orang berhak ~untuk bertempat tinggal, ‘serta

vbcrkehxdupan yang layak

Pasal 42

., '(1) Setlap orang berhak atas Jamlnan somal yang dlbutuhkan

untuk hidup layak, serta untuk perkembangan pribadinya

secara utuh

| ‘:,7(2) Setiap penyandang dlsabllltas, orang yang beru31a lanjut

ibu hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan

dan perlakuan khusus.

Pasal 43

. Setiap orang ‘yang berusia Ianjut dan/ atau penyandang
disabilitas - berhak memperoleh perawatan, pendidikan,
>pelat1han, dan bantuan khusus, ‘guna menjarnm kehldupan
'yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya,
- meningkatkan rasa percaya dm, dan‘ kemampuan_
‘bérpartisipési dalam kehldupan bermasyarakat berbangsa,
dan bemégara sesuai dengan ketentuan = Peraturan

- Perundang-undangan.



" Bagian Kesembilan

- Hak Turut Serta dalam Pernerintéhan :

. - Pasal44
(1) Setlap orang berhak untuk dlplllh dan mermhh dalam
pemlhhan umum berdasarkan persamaan hak melalul- -
pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, raha31a,
: jujur ‘dan adil sesuau dengah ketentuan Peraturan

Perundang-undangan

| - (2) Setiap orang berhak .tuxvfu_‘tv se'rtzi dalaim 'pe_merintahan ’

dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang
‘dipilihnya dengan bébas, menurut cara yang ditentukan
: dalani ketentuan Pefaturan Perundang-undangan. B

(3) Setiap orang daﬁét diangkat _?‘_,dalarfi setiap jabatan
‘pemerintahan  sesuai vdériganvv" ketentuan = Peraturan

Perundang-undangan.

_ ~ Pasal 45 ‘ |
Sétiap orang baik séridiri maupuh" bersama-sama berhak
méﬂgajukan pendapa‘t',‘-v permohonari,‘}pe’ngaduan,_ dan/'at'au .
usulan kepada pemerintah. dalafn rangka pelaksanaan
pemerintéhan yang beréih efektif, dan efisien, baik dengan
lisan maupun dengan tulisan sesua1 dengan ketentuan |

Peraturan Perundang-undangan

- Bagian' Kesept_ﬁluh

Hak Perempuan

| Pasal 46
Pemerintah Daerah -'mendo'rong keterwakilan perempuan

sesuai persyaratan yang ditentukan dalam pemilihan umum,

‘képartaian; 'peinilihan‘ "angg()ta Iembaga 'legislatif sistem

pengangkatan di bldang eksekutif; yudlkatlf dan berbaga:
pemlhhan lainnya yang berlaku dalam mstem organisasi

pemermtahan maupun sosial kemasyarakatan



]

Pasal 47

'Setlap perernpuan berhak untuk memperoleh pendldzkan dan’”: B

S ”f}.fpengajaran di- sernua Jenls, JenJang, dan Jalur pendidlkan_ “ ST

s sesua1 dengan persyaratan yang telah dltentukan

Pasal 48

»_':-vt-i(l) Setlap perempuan berhak untuk memlhh d1p111h .

‘_ »_vdlangkat dalam pekerjaan, Jabatan, dan prochI sesuai S

" .dengan Persyaratan dan ketentuan Peraturan' e

o Perundang—undangan '

K (2) vSetlap perempuan g berhak untuk mendapatkan',, o v
| : perlmdungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau C “
© profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam

'keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan denganﬁ. R

 _ fung31 reproduks1 perempuan

a ,‘3(3)‘ Hak khusus yang melekat pada dm Pel”cmpuan S
o dlkarenakan fungsx reproduksmya sebagalmana dlmaksud. o

e pada ayat (2), dl_;amm dan dllmdungl oleh hukum o

Pasal 49

o Setlap percmpuan yang telah dewasa dan/ atau telah memkah U A |
- berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendm, kecuahf |

" 7*d1tentukan Iam oleh hukum agarnanya

Pasal 50

S 'Seorang 1str1 selama dalam 1katan perkawman mempunyal'v‘ |
hak dan tanggung Jawab yang sama dengan suammya atas |
, jsemua ~ hal - yang berkenaan ;’:_ dengan | kehldupan
o perkawmannya, | hubungan dengan ‘ anak-anaknya, ‘ hak, o

’kepemlhkan serta pengelolaan harta bersama SRR

: Bag1an Kesebelas S
HakAnak |

Pasal 51

:,( 1) Setlap anak berhak atas perhndungan oleh orang tua,

keluarga masyarakat dan Negara



(2) Setiép anak mempunya1 _ hék untuk" ” hidﬁp, '
'~ mempertahankan hldup dan _'.men’ingk}a'tkan' taraf
v kehldupannya R |
(3) Hak anak diakui dan d111ndung1 oleh hukum se;ak dalam |
| kandungan | o
(4) Setiap anak sejak kélahirannya, berhak atas suatu nama
dan status kewarganegaraan yang d1tuangkan dalam
dokumen akta kelahiran. -

, , Pasal 52 » ,
Setiap anak penyandang dlsablhtas berhak memperoleh
perawatan, pendlchkan, pelatxhan, dan bantuan khusus,
- untuk menjamin kehidupannya seSuai dengan martabat |
 kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan .

kcmampuan berpartxsxpaw dalam kehldupan bermasyarakat

berbangsa, dan bernegara.

. ‘ Pasal 53
" Setiap anak berhak untuk‘ber":ibada'h menurut agamanya, -
berpikir, berekspresi sesuai "vdengan tingkat intelektualitas dan

usianya dibawah bimbingan orang tua dan/atau wali.

Pasal 54

| (1) Setlap anak berhak untuk mengetahm siapa orang

tuanya, dlbesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

| (2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan
" dan memelihara anaknya dengan baik. ‘dan sesuai dengan

- ketentuan peraturan daerah ini, m_aka anak tersebut boleh
diasuh atau di‘angk'ait sebagai anak oleh orang lain sesuai

’ dengaﬁ ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

_ Pasal 55
(l)v Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat,
~ dididik, diarahkah, dan dibimbing kehidupannya oleh
orang tua atau wal_inya sampai dewasa sesdai dengan
ketentuan Peraturan Péfundéngdindaingah.
(2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat
atau wali berdasarkan putusan pengadilan, apabila kedua

“orang tua telah meninggal d'unia’atau_karena suatu sebab
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yang sah tldak dapat menjalankan kewajlbannya sebagau oy
orang tua. ' N
Orang tua angkat atau wali ‘sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib ‘menjala;nkaﬂ kewajibannya sebagai orang
tua yang sesungguhnya '

Pemerintah Daerah memfa31llta31 pengasuhan anak yang
berada dalam kond1sx sebagalmana dlmaksud pada -
ayat (2) melalui koordmam dan kerja sama dengan

Iembaga terkait.

| Pasal 56
Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlmdungan
hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental,
penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual

selama dalam pengasﬁhan orang tua atau Walinya,’atau |

~pihak lain manapun yang bértanggung jawab atas

pengasuhan anak tersebut.

Dalam hal orang tua,",wali," atau pengasuh anak

melakukan segala bentuk pengani‘ayaan fisik atau mental,
penelan_tarén; perlakuan vburuk‘ dan pelecehan seksual
termasuk pemerkosaan dén/ atau pembunuhan terhadap
anak yang seharusnya d1hndung1, maka harus dikenakan

pemberatan hukuman

v Pasal 57 .
Setiap anak berhak untuk tidak dlplsahkan dar1 orang
tuanya secara bertcntangan dengan kehendak anak itu .

sendiri, kecuali jika ada. alasan dan aturan hukum yang

sah yang menunjukkan bahwa pemxsahan itu adalah demi

kepentmgan terbaik bagi anak
Dalam keadaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1),

hak anak untuk tetap bertemu langsung dan

‘berhub‘ungan, pribadi se_cara tetap dengan orang tuanya

tetap dijamin sesuai "dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.



v Pasal 58 _ _

..(1) Setlap anak berhak untuk memperoleh pendldlkan dan

pengajaran dalam rangka pengembangan pnbadmya |
 sesuai dengan mmat bakat dan tmgkat kecerdasannya

(2) Setiap anak berhak mencarl, menenma dan membenkan "

informasi sesuai dengan tlngkat 1ntelektua11tas dan

usianya dem1 pcngembangan dlrlnya sepanjang sesual

dengan n11a1—n11a1 kesusﬂaan dan kepatutan

Pasal 59

Setlap anak berhak untuk benstlrahat bergaul dengan anak N

. yang sebaya bermam, berekreasl dan berkreasi sesuai dengan

_}}mlnat bakat, dan tmgkat kecerdasannya dem1 pengembangan, |
dlrlnya ’ ' '

Pasal 60

Setlap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan ”

o dan Jamlnan sosial secara Iayak sesua1 dengan kebutuhan -

fisik dan mental spmtualnya

| | Pasal 61 B

Setlap anak berhak untuk memperoleh perhndungan danv-"'
‘ keglatan eksplo1tas1 ekonom1 dan setlap pekerjaan yang
'membahayakan du'lnya ; sehmgga dapat mengganggu
" pendldlkan kesehatan ﬁ31k moral, kehldupan sosml dan

mental sp1r1tualnya

, : Pasal 62
'Setlap anak berhak untuk mempcroleh perlmdungan dan"‘
keglatan eksp101ta31 dan pelecehan seksual pencuhkan, _’
‘ perdagangan anak ' serta | darl berbagal beh'}cuk, v

penyalahgunaan narkotlka, p51k0trop1ka dan zat adlktlf

- lamnya

- Pasal 63
,(1) Setlap anak berhak untuk’ tldak dljadlkan sasaran
| pengamayaan penylksaan, atau penjatuhan hukuman

yang tidak manusiawi. |



S ;_:(2)

o - secara rnelawan hukurn

Setlap anak berhak untuk tldak du’ampas kebebasannya?

Penangkapan penahanan, | atau pldana penjara anak::vff -
’:hanya boleh dllakukan sesua1 dengan hukum yang }‘

berlaku dan' hanya dapat dllaksanakan sebagal upaya'.;::_; o

'5:,"terakh1r -

S mendapatkan perlakuan secara manu31aw1 dan dengan;’_{._.,f-v e

':vvmemperhatlkan kebutuhan pengembangan prxbadl sesualuz’g,“: o

R memperoleh bantuan hukurn atau bantuan 1a1nnya secara"f R

: __t.‘_'pengadllan anak yang ob_]ektlf dan tldak mermhak dalam»f

Set1ap anak yang dlbata31 kebebasannya berhakl'}ff_

dengan u31anya dan harus d1plsahkan dar1 orang dewasa, S
T kecuah demi kepentlngannya ' v :

Setlap anak yang dlbatas13 kebebasannya berhak,”"""f"v"‘

A ;: o efektlf dalam sctlap tahapan upaya hukum yang berlaku AR
o

Set1ap anak yang dlbata31 kebebasannya berhak untuk-' N

mcmbela d1r1 dan memperoleh keadllan d1 depan o

e 31dang yang tertutup untuk umum

W

fi”_:menghormatl memenuhl, rnehndungl menegakkan dan o

o BAB VI R
KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

Pasal 64

:Setlap orang yang berada dz Daerah Wajlb PatUh Padak‘" AR
b.:v‘,_,:ketentuan penyelenggaraan d perhndungan HAM

w :sebagaxmana dlatur daIam Peraturan Daerah 1m

Setlap orang Wa_]lb menghormatl HAM orang laln, moral -

:Af,,,etlka dan tata tert1b keh1dupan bermasyarakat ”
R _:'vv_‘berbangsa dan bernegara | X

' _”tanggung Jawab untuk menghormatl hak asasi orang la1n,‘ .

Setlap HAM seseorang memmbulkan kewajlban dasar dan» S

: ‘serta. f menjadl tugas Pemermtah Daerah _, untuk IR

B "memajukannya




o Pasa1:66

-v vzv:}":‘.‘_:fDalam menjalankan hak dan kebebasannya sefiap

orang wajlb tunduk kepada ketentuan Peraturan Perundang‘ o
o 'undangan dengan maksud untuk manarrun pengakuan serta B

*:'_';penghormatan atas hak dan kebebasan orang 1a1n dan untukf:‘v S

e .:.mernenuhl tuntutan yang ad11 sesual dengan pertlmb angan.;’ff*'

o T‘“'masyarakat demokratls

| BAB VII
PELAKSANAAN

Pasal 67

2 o :Dalam" raﬁgka .: mclaksanakan pemenuhan HAM dan_v»"'"

kebebasan dasar manuSIa sebaga1mana dlmaksud dalam, o

‘Pasal 14 ayat (2), Pernerlntah Daerah menetapkan kebuakanf- R

'pr1or1tas mehputl | | -
a hak untuk hldup, sebagal bemkut B ‘
1. terwujudnya ketahanan pangan dan ketersedlaan.v.j
. ;pangan yang berkuahtas bagl warga dan perhndungan
v‘,atas sumber produks1 pangan o ’_ g
2 ‘terwujudnya penlngkatan kuahtas kesehatan warga .

"vdan lmgkungan hldup, S

' 3 -';,terquudnya penmgkatan akses terhadap pelayanan-,

kesehatan yang memadal secara’ merata dan,.

berkeadllan

: 4. terwujudnya ketersedlaan tenaga kesehatan yang:’ .

I memada1

.‘:vs,,_terwujudnya penmgkatan kuahtas dan kuﬁntltas S

fasﬂltas layanan kesehatan termasuk kcterscdlaan

R sarana dan sarana penunjangnya -

6 jtervsrl,uudnya standar hldup yang layak antara lalnj'i_

‘mehputl akses atas layanan alr mmum dan samtasx f R

. 'dasar,

7 "terwujudnya penanganan ‘; kasus ' Orang ._”:Dqﬁgan}': .

G"’mgguan Jiwa (ODGJ), o f

8 -terwujudnya | kemudahan akse51b111tas :pc;‘aygnan{f_

o kesehatan bag1 Kelompok Rentan

- 9 v 'tersedlanya fasxhtas pengaduan dan saran masyarakat o o

berupa posko maupun medla onhne '



1 .

10 terWUJudnya tata ruang kota dan wﬂayah yang"s' o

partlslpatxf berkeadllan, dan berkelanjutan, dan

o 11 terquUdnya upaya pencegahan p01u31 dan konserva51 B

energl melalul opt1ma11sas1 pengelolaan sampah dan

llrnbah pemanfaatan energl terbarukan pemuhhan

lahan krms, serta perluasan dan perlmdungan daerah"‘f-’v»""' o

hljau

| v.i'b‘hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, sebagal,;‘:
o .-.'_benkut LT et B
R 1."}terwujudnya kemudahan pelayanan . adrmmstra& -
persyaratan berkawman bagl warga darl Kelompok .
j‘;Rentan o e i . T |
. .'terlaksananya pendldlkan -? pra mkah bagl Wafgé

""dengan fokus utama pada aspek ekonom1 psxkolog1,’ -

N _’dan fungm reproduksx, e

kependudukan dan perkawman sesual prosedur yangv;:";’-v' :1 ‘
”-berlaku o R “

. fhak mengembangkan d1r1 sebaga1 berlkut

1.

.- terwujudnya kemudahan layanan dan ketersedlaan )
‘ fasﬂltas persallnan bag1 1bu hamll dan ”

terwujudnya kemudahan layanan penerbltan dokumen :

‘terwu_]udnya kesempatan yang sama. bag1 Setlap orang e
,' untuk B mengembangkan ‘dl‘rly o Sesual . dengan .
’_tkemampuannya, S Ty e o

" terlaksananya penyelenggaraan pendldlkan i yang‘_‘_‘j_’- W

o ”,Zmerata dan berkeadllan, tanpa membedakan suku, -

vras dan golongan, TS . ,
.v.}’terwujudnya penufunan bangka putus sekolah dan‘:*
. penmgkatan angka melek humf e
v:terwujudnya pemngkatan kuahtas pendldlkan anak"j"“; )
,,:u31a dlm sampa1 JenJang pendldxkan dasar, S |
.;,tersedlanya sarana } prasarana pehgembangan_‘
pendldlkan us1a dlm sampa1 Jenjang pendldlkan dasar,

. tersclenggarakannya wa_pb belajar pendldlkan dasar'
dengan biaya murah R . |
.. ,terwu‘]udnya kemudahan akscs pendldlkan dasar bag1 ;j k
"_"warga S e : .} N -

. terwujudnya peningkatan partisipasi siswa untuk

o ) melanJutkan ke j Jenjang pendldlkan txnggl



10 ketersedlaan tenaga penga_]ar pada Jenjang pendldlkan o T

9 men_]amm akses memperoleh pendldlkan mformasi,_v

dan teknolog1 bag1 KeIompok Rentan; dan

dasar

B ‘dv._v: thak memperoleh keadllan sebagal berlkut

1.

_terwujudnya fa3111taS1 layanan bantuan hukum dan'; |

‘pendampmgan hukum bag1 warga dar1 Kelompokr
,""_Rentan dan o ' B - |
.:‘.‘terwu_]udnya fa31hta31 layanan bantuan hukum dan

?'pendarnpmgan hukum bag1 warga mlskm

e hak atas kebebasan pr1bad1 Sebagal berlkut

1

S pemlhhan umum dan pem111han lalnnya yang berlaku":

' ,dalam mstem pemermtahan : maupun .'_sosml{'_ .

. terwujudnya toleran31 kerukunan . antaf - Umatb": :
._t_‘beragama, L |

‘:‘terwujudnya penmgkatan partls1pas1 pemlhh dalam L

- ,kemasyarakatan dan v - »
terwu_]udnya penyelcnggaraan permhhan umum dan
v‘pemlhhan lalnnya yang _ berlaku dalam ; 81stem7 e
pemenntahan maupun sosml kernasyarakatan, yang.f.' o

i Jujur, adll dan demokratls

f : hak atas rasa arnan sebaga1 berlkut

v‘terwujudnya - pencegahan terjadlnya kekerasan-v_ " |
:" dan/ atau peny1ksaan dalarn proses | penegakan T
fvhukum | B o
. "-v'terwu_]udnya perhndungan keselamatan 1nd1v1du dan
,:warga : I v : »-

.-‘_terwu.]udnya upaya penyelesalan konfllk berbasm: :
' kearifan lokal dengan mengutamakan rnusyawarah”
'.bbmufakat dan v' L
. terwu3udnya perlakuan yang benar dan berkeadllan o
'dalam pembenan Iayanan publlk terhadap Kelompok”

| Rentan o

- 'g. jhak atas kesejahteraan, sebagau berlkut

% L

’ ":j vmandlrl bagi Warga terutama bagl Kelompok Rentan,

tersedxanya Iapangan pcker_]aan dan akses usaha' _

‘terwu_}udnya pemenuhan hak peker_]a oleh pemberll'v "

_kerja balk di- sektor forrnal maupun 1nforma1 sesuai L

o dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan



terwujudnya penyelesalan permasalahan ;hubungan-

o 1ndustr1al melalul optlmallsa51 kelembagaan trlpartlt S
v,terwu_]udnya pemngkatan _]amlnan perhndungan sos1a1v";f L ;
bag1 warga terutama Kelornpok Rentan, SRR '

.ﬂ"'terwujudnya upaya pcndamplngan sosxal reguler danﬁ-f';"v:f’_

o vtemporer bag1 Kelompok Rentan

,Sesual dengan ketentuan ‘ Peraturan - Perundang-,‘._‘ iRl

‘_'tlnggal dan ‘ berkehldupan yang Iayak dengan IR

terWUJudnya penguatan peran dan fung31 kelembagaan: -
- sosial dalam penyelesalan rnasalah sosml dl
"::»masyarakat T
f:‘terwujudnya penggantxan yang layak atas hapusnyéf..’-:'
shak kepermhkan aset Warga Sebagal aklbat el

;vv""’bvpelaksanaan pembangunan bagl kepentlngan umum o HEERE:
L undangan kecuah o dltentukan lam dengan f
. ‘_mempertlmbangkan kemampuan keuangan Daerah |

;"»’j.terwujudnya upaya pemenuhan atas hak bertempat :

memperhatlkan ketentuan tata ruang dan _ tata

o bangunan

9. tersedlanya | akses1b111tas pada v:‘i tempat-tcmpat
o Pelay'anan pUbhk dan ruang terbuka ‘pubhk termasuk" S
= .Sarana transportas1 . pubhk bag1 penyan dang
R 'dlsabxhtas dan '
100

| ,:’-dlsab111tas pada 1nstan31 Pemenntah maupun duma:f[ S

.tel’WﬂJUdnya kesempatan kerja bagl penyandang

usaha sesua1 dengan ketentuan Peraturan Perunclang— _- f 5 _?":j"‘":j

o undangan

| hak turut Serta dalam Pemerlntahan sebagau berlkut

ERE Pemerlntahan sesual dengan ketentuan Peraturan S

_ tersedlanya akses 1nforrnasx dan partxslpam bagl Setlap e
', orang dan orgamsas1 kemasyarakatan terutama e

Kelompok Rentan dalam penyelenggaraan

»'Perundang-undangan, dan

terquUdnya pelayanan pubhk yang cepat merata

_j: terbuka, dan berkeadllan, .

c hak perempuan, sebaga1 benkut
i

“tersedlanya ruang dan medla komumkam publlk

terquudnya prmSIp kesetaraan gender dalam semua .y

| aspek kehxdupan, - e




. terwujudnya upaya pencegahan dan penanganan":" o

R tindak kekerasan terhadap perempuan

terwujudnya penghormatan kaum perempuan sesuai

| dengan harkat dan martabat kemanu31aan

terwujudnya upaya perhndungan terhadap perempuan o

~ karena fungsi reproduksmya dan segala bentuk

- tlndakan/perbuatan ' yang dapat - mengancam

‘v keselamatan dan/atau kesehatannya;

terwujudnya kerja sama dalam pencengahan dan

- penanganan tindak vkekerasar_l terhadap perempuan,

terwujudnya program "pembéfdayaan " terpadu

- perlindungan perempuan;

8.

tcrwujudnya fa31htaS1 konselmg dan rehabilitasi bagi

' perempuan korban kekerasan atau kejahatan, dan

tersediannya panti rehabilitasi sosial bagi perempuan.

hak anak, sebagai berikut :

1.

tersedianya akses terhadap pelayanan dan pemenuhan

hak dasar bagl anak;

terwujudnya layanan pembcrlan 1dent1tas anak
terWUJudnya llngkungan yang baik dan sehat bagi
tumbuh kembang anak;

tersedianya fasﬂltasx bagl anak untuk menyatakan dan

| didengar pendapatnya,

tersedlanya akses bagi setlap anak untuk menenma,

- mencari, dan memberikan " 1nforrna31 sesuai dengan

- tingkat kecerdasan dan usianya, deml pengembangan :

"d1r1nya sesua1 dengan n11a1~n11a1 kesusﬂaan ‘dan

B kepatutan;

10.

. tersedianya fasﬂltas ruang publlk untuk berma]n anak

tersedlanya akses bagi anak untuk mendapatkan

pendidikan sesuai dengan psikologi perkembangannya;

terwujudnya  upaya pecegahan kekerasan,

perdagangan “dan eksploitasi anak serta

penyalahgunaan kewenangan terhadap anak;

.:"'terwujudnya fasilitasi advokas: bagi anak yang

berhadapan dengan hukum, o

terquudnya upaya pencegahan perkawman pada usia

: dml,

ll

terwu_]udnya pencegahan peker_]a anak dlbawah umur,



| 12.tervyudnya  program  pemberdayaan terpadu
perlindungan anak; dan : o , . . .

- 13. tersedianya panti rehabilitasi sosial bagi anak.

, ~ Pasal 68 ‘
» Pelaksanaan pnorltas pemenuhan HAM dan kebebasan dasar

manusia sebagalmana dimaksud - dalam  Pasal 67

- dilaksanakan secara bertahap dan berkclanjutan sesuai

dengan kemampuan Daerah.

Pasal 69
| {1) Pelaksanaan penyelenggaraan HAM d1t1ndak1anjut1 dalam
Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan HAM sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Rencana Aksi Daerah Pcnyelenggaraén HAM sebagaimana
~ dimaksud pada aya'tvv (1) dilaksanakan dengan
memperhatikan pribritas Rencana Aksi Nasional HAM
dan kebijakan bpriq»ritasv _,sebagaimana dimaksud: dalam
Pasal 67. S | B |

v BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

, - Pasal 70
Setiap orang berhak berpart131pa81, dengan menyalurkan
" aspirasi, pemikiran, -dan/ atau kepentlngannya dalam

Penyelenggaraan HAM.

Pasal 71 o
- Setiap orang berhak’ berpartisipasi dalam pengawasan
pelaksanaan Penyelenggaraan HAM scsua1 dengan ketentuan

Peraturan Perundang—undangan



 BABIX
- KERJA SAMA

: Pasal 72 v

(1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kexja sama
dengan plhak lam sesua1 dengan ketentuan Peraturan
Perundang—undangan dalam Penyelenggaraan HAM.

(2) Pihak lain sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) adalah
daerah lain, Pemermtah Pusat lembaga atau Badan
Negara, pihak swasta orgamsas1 | kemésyarakafan,
dan/atau lembaga non Pemerintah Iamnya. _

(3) Tata cara kerja sallrna‘ dengan pihak lain dalam
Penyelenggaraan HAM mengikuti tata cara kerja sama
Daerah  sesuai dengan . ketentuan Peratpran

Perundang-undangan

. BABX
KETENTUAN LAIN-LAIN

| | ?Pasal 73
Dengan ‘v ditetapkannya}-” ‘Peraturan Daerah ini, semua
kebijakan, program, dan' kegiatan dalam penyelenggaraan
v Pemenntahan Daerah harus mem111k1 perspektlf HAM
dengan  berpedoman pada ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.



BAB X1
KETENTUAN PENUTUP

: §pa‘sa1 74 |
Peraturan Daerah 1n1 ‘mulai. berlaku pada »tang‘gal '
diundangkan. . | | |
Agar setlap orang mcngctahumya, v memenntahkan '
pengundangan Pcraturan. Daerah ini dengan penempatannya '

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH
" pada tanggal 11 Apnl 2018 ‘ i v
Diﬁndangkén di Kafanganyar.
pada tanggal 11 April 2018 |
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

 ttd B |
samst o |
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH : “ /2018) B

!
i

Salinan sesuai dengan aslinya




. ! . o
A
i

PENJELASAN
 ATAS | | |
PERATURAN DAERAH KABUPII\TEN KARANGANYAR
 NOMOR 4 'I‘AHUN 2018 ‘
TENTANG

PENY ELENGGARAAN HAK ASASI MANUSIA

| v Scbagal bagian dan pergaulan 1nterna51onal Indonesia mengemban
. tanggung jawab moral dan hukum untuk  menjunjung tinggi dan
melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM. Prinsip tersebut juga
selaras dengan dasar negara Pancasﬂa, khususnya Sila ke- 2 “kemanusiaan
yang ad11 dan beradab”, bahwa HAM rnerupakan hak yang melekat pada diri
~ manusia yang bersifat kodrati dan fundamental yang harus dlhormatl dljaga,
dan dilindungi bersama baik antara 1nd1v1du, pemermtah dan negara. Negara |
- Kesatuan Republik Indonesia sebagal anggota Perserlkatan Bangsa—Bangsa»
‘ mengemban tanggung Jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan
} melaksanakan Deklarasi Universal tentang 'HAM yang ditetapkan oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagal 1nstrurnen internasional lainnya
mengenai HAM yang telah diterima oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah turut
' mengemban tanggung jawab untuk rnenghormatl, melindungi, memenuhl |
~dan memajukan HAM. Melalui asas otonom1 daerah pemenntah daerah

: berkomltmen ‘untuk menghormati, melmdungl, memenuhi dan memajukan

serta menjamln pemenuhan HAM dalam rnenyelenggarakan urusan'
Pemermtahan | ' '
‘ Komltmen tersebut dllaksanakan rnelalul penerapan human nghts city,
’yéng secara sederhana dlterjema}}kan sebagai Daerah Ramah HAM.
Human Rights City yang ditérapkan foleh daereih merupakan adopsi dari
prinsip]-pri‘nsip yang terkandung dala:m Gwangju Guiding Princip_lés for a
Humaﬁ Rights City (Gwangju Principles!) »Prinsip-prinsip tersebut vditetapkanv |
pada tanggal 17 Mei 2014 dalam forum Human Rights Cities yang
berlangsung di Gwang]u Korea Selatan pada tanggal 15-18 Mei 2014
Penerapan Human Rights Czty di daerah dlmaksudkan untuk
menjadlkan HAM sebaga1 pnn81p dasar dan kerangka kerja bagi daerah
dalam menyelcnggarakan " urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat ’I‘u_]uannya ‘adalah untuk meningkatkan peran serta Daerah
dalam’ mehndungl, menghormati, dan memajukan HAM, sehingga daerah
menjadl Daerah Ramah HAM. ’ .




Agar Daerah menyelenggarakan HAM dalam urusan Pemermtahannya “

daerah menjalankan hal- hal antara lam hak atas daerah nondiskriminasi

“dan ak31 aﬁrma31, inklusi sosial dan keragaman budaya, pemermtahan yang
demokratls dan ‘akuntabel, keadllan . 3051a1 dan solidaritas  yang

bcrkelanjutan, pengarusutamaan HAM dan hak atas pemuhhan

Karena peny elenggaraan . HAM merupakan | kerangka dalam’w R

penyelenggaraan urusan perncrmtahan di daerah maka pelaksanaannya-
dlselaraskan dan- d1harmon13a31kan dalam rencana pembangunan daerah
satu  kesatuan dalam  sistem perencanaan pembangunan nasmnal
' Pelaksanaan Penyelenggaraan HAM dllakukan melalu1 program-program yang
 disusun’ oleh masmg—masmg perangkat daerah ‘yang membldangl urusan

vyang bersangkutan | P

Dalam pelaksanaannya Penyelenggaraan HAM akan dxprlorltaskan e

‘:pada bldang-bldang yang menjadl urusan wajib pemerlntahan daerah yang
berkaltan dengan pelayanan dasar sebagalmana dlatur dalam ketentuan
Peraturan Pemndang-undangan, serta urusan yang ' menyangkut'
vvperhndungan terhadap perempuan dan anak Kelompok Rentan lalnnya, dan v
perhndungan kebebasan beragama v v '
| Urusan yang menjadl urusan Wa_]lb tersebut antara lain terkalt dengan
'pendldlkan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan
rakyat dan kawasan permuklman, ketenterarnan, ketertiban umum, dan
vpehndungan masyarakat, dan sosial. | Sedangkan bldang-bldang lamnya
_'dllaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan sumber daya
| Pelaksanaan program—program daerah penyelenggaraan ’ HAM
) merupakan tanggung jawab masmg-masmg Perangkat Daerah/mstan51
: bersangkutan yang pelaksanaan prograrn programnya dapat dlsusun melalui
rencana ak31 yang dltetapkan oleh Bupatl Dalam rangka penyelcnggaraanv
;HAM daerah dapat mendirikan lembaga atau baclan HAM atau lembaga
‘lalnnya yang berkaltan dengan HAM sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan Lembaga atau badan tersebut
dapat ber31fat 1ndependen atau semi mdependen sesuau dengan kebutuhan '
"yang tugasnya antara lain medlam, pend1d1kan dan pelatlhan, penehtlan, dan
pernantauan o r - v
Pendman -lembaga ini dimak’sludkan uhtuk menjadi pengontrol
elaksanaan penyelenggaraan HAM serta membantu Pemerintah Daerah
dalam penguatan kapasﬂas maupun sosmhsam HAM sehmgga termpta
budaya HAM. . }‘ : ‘ :

i




Dalam pelaksanaan penyelenggaraan HAM daerah dapat bekexja sama

‘dengan plhak lain. Baik itu berupa Daerah lam, Pemerintah Pusat lembaga

“ atau badan negara, pihak swasta, orgamsas1 kemasyarakatan, atau lcmbaga

non Pemermtah lamnya o ‘ ' '

Dan segx pemblayaan penyelenggaraan HAM dlbebankan kepada

,‘,AVAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Namun demikian dapat Juga

1L

menggunakan dana diluar Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,

,mlsalnya bantuan dari pihak lain sepanjang tldak bertentangan dengan

» ketentuan Peraturan Perundang-undangan

| Sebagal penutup, Peraturan Daerah ini merupakan payung bagi

) Peraturan Daerah dan kebxjakan Daerah lamnya

PASAL DEMI PASAL

| Pasal 1 i
CUkupjelas., . N

Pasal 2

| \ Cukup Jelas{ o
; Pasa13 = B '
‘Cukup Jelas., '
':”',”Pasa14 : o
- ;Cukup jelas.
basals
~ Cukupjelas. |
' Pasal6 A

hurufa

fﬁhumf b

“bagi mereka.

Cukup Jelas

Yang dlmaksud dengan nondlskrlmmam adalah untuk

mengharga1 persamaan derajat tidak membeda-bedakan atas

: ‘,dasar agama, ras, etnls, suku bangsa, warna kulit, status
- sosial, aﬁ11a31 atau 1deolog1, dan lam sebagamya _
‘_Yang dlmaksud dengan “akm aﬁrma31 adalah tmdakan ‘. .

, kebljakan yang dltUJukan kepada kelompok yang dlanggap

rentan, untuk lebih memastlkan adanya penghormatan

.pemenuhan, perhndungan, penegakan dan pemajuan HAM



: hurufc e

v'.;f‘ Yang dxmaksud dengan 1nklu31 sos1al dan keragaman"f'»‘:.

e _:‘-»';NondlskrlmmaSl
hurufd . ‘_ L
Lo Cukup Jelas

hurufe ERERt

"' }keadllan merupakan setlap 1nd1v1du yang ada di masyarakat

o terus menerus
huruf f o

huruf g

,. budaya adalah upa}’a menc1ptakan kOI‘ldlSl untuk keamanan S o
""'f,”:publlk hldup berdampmgan secara damal, pcngembangan'.f.
: }.kolektlf penerapan sohdarltas, . da penghormatan- AR

o ‘f.}.}keberagaman pelestanan warlsan budaya berdasarkan pr1n31p LRl

Yang dlmaksud dengan “keadllan sosml” "adalah bahwa'

o 'f_»jf.vYang dlmaksud dengan sohdantas berkelanjutan adalah:.?. DR

o _frasa kebersamaan, kesatuan kepentmgan, | 31mpat1 dan R

anggOta Pada kelompok Yang sama Yang dlpehhara secara‘ SR

’I_;;___Yang dlmaksud denga pengarustamaan HAM” a dalah 2 ”
= ,.b‘_":.‘:Strategl yang dllakUkan secara raswnal dan 31stematls untuk
:k ”-V':{";_,‘fl‘:rnenghormatl, | memenuh' R mehndungl menegakkan dan .

':"»';;memajukan HAM melalui kebljakan dan Pl'Ogram yang:_ |
| 'f,f,f;fvmemperhatlkan | pengalaman | aspxrasn kebutuhan dan - o v_
Epermasaiahan HAM ke dalamv perencanaan, pelaksanaan, _'
: pemantauan dan evalua51 darl seluruh kebljakan dan .

}:’ program d1 berbagal bxdang kehxdupan dan pembangunan B . .

o {";_Yang dlmaksud dengan pemuhhan adalah segala Jems gant1 '_"_::v}:" L S

| rugi Yang bers1fat materlal non materlal bag1 para korban:“i o

L »:f‘.pelanggaran HAM Upaya pemullhan dapat dllakukan LR

U T »vpemullvhan L
»;f[,’f».f:.:_f,',:Pasal7 RS y o T,
T Cukup Jelas : o T

f’i"f’mlsalnya dengan cara pemberlan gantl rugl, kompensa31 SR

rehablhtasx yang mencakup aspek—aspek tertentu darx_v: ’,‘ 7



{f"{:PasaIS _} ; L RV T
. Yang dlmaksud dengan sensmf gendel” adalah kemampuan dan ‘. S

kepekaan seseorang dalam mehhat dan men11a1 hasﬂ pembangunan

dan aspek kehldupan lalnnya dan perspektzf kepentmgan yang

e berbeda antara lakl lak1 dan perempuan

: ‘.-.f'f'i_‘",.i'_Pasal9 - -. - S o e
s Cukup.lelas ? T
_' fi 'E.CukUPJelas.;: S
2”57Pasa111 | B

s Cukup Jelas’.‘iz’;:”"":‘":v

o ‘_'Ii-pasal 12 | L
R Cukl.Ip_]elas
QPasaI 13 -

- "*i,Pasal 14 R
SRR ""*,.,Cukupjelas!f e
L Pasal 15 | |
B  3: : l‘ CukudeaSJﬁa S
CukupJelas;»f‘f:‘?: e

Cukup Jelas:

L ‘-*l;f';.'_':;f'Pasal 17 B

. Cukup Jelas.}j;f}

o - ,‘.,fj‘:‘PaSal 18 R EE TR

o . Cukup_]elas;n ;‘ SR G

| :T;:?fpasallg N R R

SR o Cukup _]elas".":::‘v: S e A e
..,_:; jPaSa120 S

S »'ﬁ“;s;:,}Pasal 22 _ _

CukupJelas.:f.,‘f_:fj S
Pasal 23 e S
: Cukup Jelas'.j".:jh el e

 ._Iv.,..,.:1)-;;»‘_"‘;-'Pasal 24 R C
S Cukup Jelas;r e
Cukupjelas S




R ;ﬁ._-:»:.Pasal 26

3 ;pasal 30

> f5fPasa131

- ;_ PaSa]_ 34
o Pasal 35
- PaSal 36

o | ’Pasal 37

e : Pasal 40

T PaSal 43

o -v‘,‘.;:.}"::'pasal 44 L
e Cukup JelasQ_ |

v Pasal 29

- .Pasal 32

. ’.:Pasal 33

‘. Pasal 38

Pasal 42

e CukupJelas;‘f‘_';?;;i” R
Pasal 27 R
| Cukup Jelas o
-v':t'_bPasal 28 SIS

Cukup.lelail‘s-; A
C‘*“‘up'ielési;f T

Cukup Jelas R
Cukup _] elas;
Cu,kup Jelas - o

Cukup ‘]elas; | L

Cukup Jelas;’.'»‘-.’v:'fj*”:jj R

Cukup Jelaso':.: Eo

Cukup Jelas_u’_j;-f;}';“ .} U

Cukup Jelas. L

o Cukupjelas;t TSP N T
’ y5§fPasa139 :?t?:u~}_fvv T - |

Cukup jelas,”t‘; SRR




v Cukup Jelas.fi“lﬁj..,v,jf_v.f
:fffPasa146 o

Sl Cukup Jelas',f'f UL
1”f:fPasa147 =

ST L Cukup Jelas.": o T e

L f Pasal 48
'_ o }ukup _]elas.j .

: '.'}:"':"ZYL'-»-‘Pasal 49 -

e Cukupjelas.”'5_-7;-;' S
"*fff;;}pasalso i?;ffu«fi'
| . CURUPJelan“’,]
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